JIP 45

by Khairi Halilul

Submission date: 09-Aug-2022 09:55PM (UTC+0700)
Submission ID: 1880668623

File name: JIP_EDISI_45.docx (140.76K)

Word count: 5831

Character count: 37123






Reformasi Birokrasi:
Menuju Peningkatan Pelayanan Publik

Oleh: Muchlis Hamdi' dan Halilul Khairi?

Abstract, reform of the bureaucracy emerged in response to the lack of involvement
of the public sector bureaucracy as an instilution that put the public interest above
personal or group interests. Through the reform of the bureaucracy institutions
of government expected actually have the ability to realize the people's lives
prosperous, fair, and dignified. But in practice the reform of the bureaucracy
still leave some problems, although there has been a grand design and road map
of the implementation on bureaucratic reform in Indonesia. It means, a change
in goveniance was not so much felt. This paper attempts to explore some of the
constraints in bureaucratic reform in Indonesia, especially with regard to the poor
performance of public services. Furthermore, the arrangement of public services in
Indonesia is done by looking at best practices in other countries, such as Malaysia
and Singapore.
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Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan sekitar 69 tahun yang [alu telah
menjadi tonggak baru bagi perjalanan bangsa [ ndon esia menuju hidup sejahtera.
Pernyataan kedaulatan yang sering disebul sebagai gerbang emas menuju kehidupan
yang adil dan makmur tersebut menjadi daya dorong bersama bangsa Indonesia
dalam menyatakan eksistensi dirinya dan mewujudkan kemanfaatannya. Dengan
kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki pemerintahan sendiri; pemerintahan yang
dicita-citakan dapat mewujudkan harapan setiap warganegara Indonesia untuk
kehidupan yang lebih baik, hidup yang dihiasi dengan keberhasilan dan kebahagiaan.
Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah mengalami suka dan duka kehidupan
berpemeri nta han. Secara fundamental. bangsa dan negara Indonesia telah
menorehkan perubahan pada konstitusi negara; perubahan yang diharapkan dapat
semakin menjamin kejelasan nilai dan bangu na n kehidupan bahagia yang akan
dicapai. Secara operasional, bangsa Indonesia juga telah mengalami rejim- rejim
pemerintahan yang berbeda; masing-masing dengan catatan kekurangan dan
klaim keberhasila n dalam memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan negara.
Beriringan dengan perubahan dan perbed aa n tersebut. rakyat Indonesia juga
mengalami perubahan, yang pemaknaa nnya dapat dilakukan dari banyak dimensi.
Pada satu sisi , perubahan tersebut dimaknai positif karena menyumbang pacta
semakin terbentuknya rnasyarakat yang demokratis ctan manctiri. Pada sisila in,
perubahan yang sama dimaknai negatif ka rena dipandang sema kin menJauh dari
nilai-nilai utama bangsa dan masyarakat Indonesia . Pengungkapan perjalanan
bangsa Indonesia ini dapat berlangsung dalam waktu yang panjang. Namun, dalam
rangkaian pengungkapan perjalanan tersebut ada satu yang hampir pasti ditemui
dalam setiap penggal perjalanan, yakni realita eksistensi birokrasi dan realisasi
peranannya dalam menjadikan pemerintahan bermakna dan bermanfaat bagi
kesejahteraan dan kebahagian hidup rakyat. Kesadaran dan sekaligus kebutuhan
akan birokrasi yang demikian itu menjadi landasan yang tak terbantahkan bagi

perlunya untuk terus menerus melakukan reformasi birokrasi.
Memaknai Birokrasi

Birokrasi dalam kehiduparf negara modem adalah institusi pelaksana untuk
mencapai tujuan pemea'lmhzm. Birokrasi sebagaimana diyakini oleh Max Weber
(dalam Ha rmon 1986: 69-71) adalah organisasi yang paling cocok bagi masyarakat
modern untuk menciptakan efisiensi dalam kehidupan mereka . Kecocokan ini bermula
dari landasan pembangunan birokrasi di atas nilai dan sumber kekuasaan yang
bersifat "legal-rational," dan oleh karena itu diharapkan tidak mengenal terjadinya
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diskriminasi bagi setiap wa rga nega ra. '

Birokrasi sebagai suatu institusi yang lak terhindarkan kehadirannya dalam
pemerintahan modern dipahami dan cliartikan secara berbeda-beda oleh setiap
orang. Keanekaragaman pemahaman dan penger lia n tersebut sangat dimungkinkan
terjadi karena birokrasi memiliki perspek tif yang beragam pula. Setidak-tidaknya
terdapat lima perspektif yang dimiliki oleh birokrasi. yakni: management, politik,
hu ku m, sosiologis, dan ekonomi.

Perspeklif management adalah perspektif yang paling sering digunakan dalam
memaknai dan memahami birokrasi. De nga n perspektif management ini, birokrasi
dipahami sebagai suatu institusi penyedia pelayanan publik. Secara umum dipahami
bahwa pelayanan publik bertalian dengan kebutuhan publik, yang jumlah dan
kualitasnya bervariasi clan tak terbatas. Di sisi lain juga dipahami bahwa birokrasi
menghadapi kondisi yang sebaliknya. yakni sumberdaya yang terbatas. Oleh karena
itu, dalam perspektif management. terna sentral dari birokrasi adalah bagaimana
menyediakan pelayanan publik yang efisien. efektif, dan berkesinambungan. Terna
selanjutnya adalah bagaimana secara terus rnenerus meningkatkan kapasitas dan

kompetensi birokrasi.

Perspektif politik memaknai birokrasi sebaga i suatu institusi pengakomodasi
kepentingan (interest). Dengan perspeklil ini. birokrasi dipandang sebagai suatu wadah
dari berbagai kekuatan terorganisir uni uk nwmpengaruhi kebijakan pemerintahan.
Implikasinya adalah terba ngu n ny;:l penw ha ma n bahwa birokrasi adalah ajang
perebutan pengaruh dan kek ua sclcl n ya ng cli ctalam alam demokrasi dilakukan
melalui pemilihan umum vyang adil dan kompetilif. Oleh karena ilu. tema sentral
dari birokrasi dalam perspektif politik adalah bagaimana mewadahi kepentingan dari
kekuatan terorganisir yang memena ngk a n pemilihan umum agar tetap dalam koridor
eksistensi pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat.

Perspektif hukum memaknai birokrasi sebagai suatu institusi yang berdiri di atas
fondasi kesepakatan sosial untuk hidup bersama dalam suatu keteraturan. Perspektif
ini memandang hukum sebagai suatu pengaturan tentang perilaku bersama yang
ditetapkan melalui mekanisme kesepakatan bersama. Setiap negara memiliki
mekanisme kesepakatan bersama-sama masing-masing. Namun secara umum,
mekanisme itu menunjukkan konfigurasi pembagian kekuasaan pemerintahan
dan keterkaitan penyelenggaraannya melalui proses checks and balances dari para
penyelenggara kekuasaan pemerintahah tersebut. Oleh karena itu, tema sentral dari
birokrasi dalam perspektif hukum adalah bagaimana membangun birokrasi yang
bersih dan berorientasi hukum.

Dalam perspektif sosiologis. birokrasi dimaknai sebagai suatu institusi yang

3. Dalam praktek. sebagai suatu organisasi berskala besar. birokrasi dikesani lamban. bertele-tele. dan tdak
manusiawi (red tapes) (Knott dan Miller 1987 : 108). Selain itu. birokrasi juga cenderung rentan dari godaan untuk
melakukan penyirnpangan yang oleh Wilson (1989: 323) disebut sebagai -rirgud, waste and abuse:
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seharusnya menjadi cermin dari keberadaan masy a ra ka Inya . Pemaknaan tersebut
perlama-tama menegaskan bahwa sebagai suatu institusi. birokrasi dipahami
secara terus menerus melakukan interaksi dengan masyarakat. Kedua, kontinuitas
interaksi dengan rnasyarakat tersebut berlangsung intensif. Implikasinya adalah
ketika konlinuitas tersebut terhenti, maka birokrasi akan mengalami ancaman
keberlangsungan eksis tens i nya . Rin gkas nya, perspektif sosiologis menganalogikan
interaksi antara birokrasi denga n masyarakat ada la h seperti ikan dengan air, atau
seperti belalang dengan padang rurnput. Dalam khas ana h kearifan bangsa Indonesia,
perspektif sosiologis mensyaratkan birokrasi untuk dipahami dalam logika "dimana
burni dipijak, disitu langit diju njung” dan dengan suatu kesadaran bahwa "lain
lubuk lain ika nnya, lain padang lain bela la ngnya." Oleh karena itu, tema sentral dari
birokrasi dalam perspektif sosiologis adalah bagaima na birokrasi terbangun sesuai
dengan karakteristik dan nilai-nilai masya raka t.

Perspektif ekonomi memaknai birokrasi sebagai suatu institusi sekaligus aktor
dalam fungsi-fungsi produksi dan distribusi kernanfaatan kepada masyarakat.
Dalam fungsi produksi, birokrasi seca ra umum merupakan institusi yang mendorong
berkembangnya mekanisme pasar. selain juga ikut berperan sebagai produsen bagi
penyediaan barang-barang publik (pub}jc good). Da la m fungsi distribusi, birokrasi
dapat berperan sebagai salah satu pelaku pasar, terutama pada saat melakukan
operasi langsung (direct operation) dalam upaya mengatas i pasar yang tidak bekerja
dengan baik. Okh karena it u. lem a se n tra I da ri birokrasi da la m perspektif ekonomi
adalah bagaimana membangun birokras 1 ya ng akra.b dengan pasar.*

Secara lebih spesifik. Vincent de Gournay. sebagai penulis yang pertama
kali mengungkapkan istilah birokrasi pada lahun 1745 (dalam Halevy 2011:13)
menyatakan istilah birokrasi untuk menggambarkan kekuasaan yang besar yang
dipegang oleh pejabat pemerin tah. Birokrasi digambarkan negatif karena pada awal
abad ke 18 birokrasi di Eropa memperlihatkan dirinya sebagai sekolompok pejabat
yang memerintah dengan kekuasaan yang memaksa rakyat, sementara para pejabat
tersebut bersenang-senang, sewenang-wenang dan tidak efisien. Makna birokrasi
juga dikemukakan oleh Gaetano Mosca dalam bukunya yang berjudul the rulling
class yang terbit pada tahun 1895 (dalam Halevy 2011:21). Ide dasar dari pemikiran
Mosca adalah bahwa dalam setiap masyarakat selalu terdapat dua kelompok
masyarakat yaitu kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperinta h.
Meskipun kelompok yang memerintah jumlahnya selah.Clebih kecil dari kelompok
yang diperintah, namun kelompok yang memerintah selalu mengorganisasikan
dirinya untuk memberikan layanan kepada kelompok yang diperintah agar tetap bisa
mempertahankan kekuasaanya. Birokrasi dalam pandangan Mosca, selain sebagai

4. Birok ra si yang akrab dengan pasar perta ma- la ma berarli bahwa birokrasi jangan sampai menjadikan dirinya
sebagai pengganti dari pasar. Kedua, birokrasi dan pasar bekerja sebagai dua institusi vang saling melengkapi sesuai
dengan peran utama masing-masing. Ketika pasarcenderung ke arah mengalami kegagalan (market failure), birokrasi
tampil untuk mendorong berkembangnya kondisi bagi penan ggulan gan kegagalan pasar tersebut.
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alat untuk menjalankan kekuasaan kclompok yang memerintah. _juga sebagai upaya
untuk mengakomodasi kelompok-kelompok yang tidak berkuasa namun berbakat
dan ambisius (dalam Halevy 2011:22).

Pandangan lain tentang birokrasi _juga dikemukakan oleh Robert Michels dalam
bukunya politic parties yang terbit tahun 1911 (dalam Halevy 2011:27). Michels
melihat bahwa birokrasi adalah suatu kebutuhan dalam negara modern. Birokrasi
merupakan ala! bagi negera untuk mengelola berbagai kepentingan yang berkembang
ditengah masyarakat. Dalam negara modern akan selalu ada kelompok yang
memimpin dan kelompok yang menjalankan perintah dari kelompok yang memimpin
tersebut. Birokrasi diambil dari kelompok menengah terdidik (intelektual proletar)
yang bertugas untuk menjalankan keputusan kelompok pemimpin. Kelompok
birokrasi ini akan menjalankan semua perintah dari kelompok pemimpin ini karena
mereka mendapatkan keuntungan ekonomi berupa penghasilan yang dibayar oleh
negara. Kelompok pemimpin dan kelompok birokrasi ini pada akhirnya menyatu
untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan mereka yang melahirkan oligarki. Inti
dari pemikiran Michels adalah bahwa baik dalam negara demokrasi maupun dalam
organisasi lainnya akan muncul hukum besi (iron law) yaitu berbicara mengenai
organisasi adalah sama dengan berbicara mengenai oligarki terrnasuk organisasi
birokrasi.

Pemikiran tenta ng birokrasi yang berkembang dan masih dijadikan acua n sampai
saat ini adalah pernikiran birokrasi yang dikemukakan oleh Weber (dalam Halevy
2011:42-43 ). Dia memaknai birokrasi sebagai organisasi yang berisi kekuasaan.
dominasi dan kewenangan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Setiap jabatan dalam organisasi mempunyai tugas-tugas yang berbeda yang

memerlukan kompetensi tersendiri.

2. Kewenangan hanya untuk menjalankan tugas-tugas resmi yang diberikan
oleh atasan dalam organisasi tersebut. Tindakan pejabat atau karyawan
di luar tugas resmi tersebut bukan bagian dar. birokrasi tapi merupakan
tindakan individu yang terpisah dari tugas resmi birokrasi.

3. Jabatan disusun secara hierarki, jabatan yang lebih rendah bertanggung
jawab kepada jabatan yang lebih tinggi serta berada dibawah pengawasan
dari jabatan yang lebih tinggi tersbeut. Di sisi lain, jabatan yang lebih tinggi
ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh jabatan yang lebih
tinggi.

4. Para pejabat diangkat dan mereka mempunyai hubungan kerja dengan
organisasi dan bukan mewakili organisasi tempatnya bekerja.

5. Pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan kualifikasi dan keahlian yang
sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

6. Para pejabat mempunyai jenjang karir yang jelas. sehingga ada staibiltas
jabatan (stability of tenure).

JUBRNAL ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA




Reformasi Birokrasi: Menuju Peningkatan Pelayanan Publik

7. Pejabat birokrasi terpisah dari jabatan yang membuat aturan tentangjabatan
ters ebut. sehingga pejabat birokrasi tidak bisa membuat aturan buat diri
mereka sendiri atau menjadi pemilik dari birokrasi tersebut.

8. Kegiatan dalam birokrasi diikat oleh aturan-aturan yang bersifat konsisten
dan abstrak.

9. Tugas birokrasi dilakukan seca ra impersonal, dimana tidak ada kebencian
dari pejabat dalam menjalankan tugasnya serta tidak ada pula simpati pribadi
dalam menjalankan jabatannya.

10. Birokrasi tidak selalu dipimpin oleh orang yang merupakan bagian dari
birokrasi. Birokrasi dapat dipimpin oleh orang yang datang dari luar birokrasi
seperti pejabat politik yang diangkat melalui pemilihan umum atau yang
diangkat melalui mekanisme politik.

\uﬂf'eber menganggap birokrasi merupakan taltuk organisasi yang paling rasional
dan paling mampu mencapai tujuan. Namun Weber tidak membahas sama sekali
keterkaitan dan konsekuensi birokrasi dengan demokrasi serta keterkaitan dan
konsekuensi birokrasi terhadap masyarakat seperti yang banyak dibahas oleh Mosca
dane{ichels‘

Pemikiran Weber tentang birokrasi melahirkan kritikan yang meyEanggap
birokrasi bersifat ka ku, berbelit-be i t dan cenderung tidak manusiawi. Meskipun
banyak kritik i 3 dialamatkan kepada pemikiran We ber tentang birokrasi,
namun sampa i saat ini belum ada konsep yang mapan dan matang yang mampu
menggantikan konsep birokrasi Weber baik bagi organisasi pemerintah, swasta
maupun masyarakat sipil. Meskipun be]umaida kosep yang mampu menggantikan
pemikiran Weber tentang birokrasi, namun berbagai upaya untuk membuat birokrasi
menjadi lebih fleksibel, mudah, murah dan efisien terus dikembangkan oleh berbagai
ahli terutama dalam bidang adminstrasi publik.

Apa pun perspektif dan definisi yang digunakan dalam memahami dan
memaknai birokrasi, satu hal yang selalu menampil adalah harapan agar birokrasi
bena r-benar berperan sebagai suatu institusi se]ﬁ)r publik yang bersifat altruistik ®
dengan kapasitas ® dan kompetensi yang tinggi. Dalam konteks ini, birokrasi selalu
berhadapan dengan kebutuhan untuk melakukan reformasi.

5. Sifat altruistik adalah sifat untuk selaln mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi  atau
golongan. Sifal ini seringkali juga disebut dengan istilah lain , yakni sifat filantrofik (ph fanth ropic) .

6 . Hilderbrand & Grindle (dalam Grindle 1997: 341 mengartikan kapasitas sebagai "the ability to perfonn appropriate
tasks effectively. efficiently. and sustainably” Catalan penting dari pengertian tersebut  adalah  bahwa tugas vyang
dilakukan adalah tugas yvang tepat, yakni "ar e those defined by necessily. history. or the situation in a specific
contexts.. Dengan pengertian kapasitas tersebut. maka kapasitas birokrasi dapat dipahaml sebagai  kemampuan
birokrasi untuk melaksanakan tugasnya sebagai alat (means) dalam mewujudkan tujuan pemerintahan negara
secara efektif. efisien. dan berkesinambungan.
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Reforrnasi Birokrasi

Sebagai suatu istilah, reformasi birokrasi dinyatakan dalam banyak istilah yang
pada dasarnya berkaitan dengan upaya mernbangun pemerintahan agar benar-benar
memiliki kemampuan untuk memenuhi tujuannya. yakni mewujudkan kehidupan
rakyat yang sejahtera. adil. dan bermartaba!. Pelbagai istilah tersebut antara lain
adalah reformasi administratif, reformasi administrasi publik, dan reformasi sektor
publik. Dengan istilah yang beragam tersebut, kebutuhan akan reformasi birokrasi
secara umum bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh birokrasi
seperti birokrasi yang dipandang lamban. kaku, tidak efisien, berbelit-belit, korup,
tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat serta berbagai patologi birokrasi
la innya.”

Pemikiran yang sangat mernpengaruhi gerakan reformasi muncul pada tahun
1990an dengan adanya gagasan yang dikemukakan oleh Gaebler dan Osborne (1992)
berkaitan dengan fenomena birokrasi pemerintahan di  Amerika  Sekrikat  yang
dianggap sangat gemuk dan rnemberatkan anggaran negara. Pemikiran Gaebler dan
Osbore tersebut telah mengilhami reformasi birokrasi di berbagai negara di du nia.
Ide utama dari reformasi Gaebler da n Os borne ini adalah mengurangi peran negara
terhadap hal-hal va ng seharusnya dapat clilakukan oleh swasta serta memaksimalkan
peluang yang ada untuk mernperoleh peneri maa n sela i n pajak. Untuk menguatkan
pemikiran ini. Ga ebler dan osbo rne 111cn . 2;1ju kan [0 dasa r ya ng perlu dipu nyai
oleh pemerintahan entreprene u r. Konsek uens i dari pemikiran tersebut meta h i rka n
perampingan birokrasi sebagaimana dik emu ka ka n oleh Osborne dan Pla s tr ik (2004) .
Rangkaian pernikiran tersebut menginspirasi timbulnya reformasi birokrasi  baik
melalui privatisasi, seperti yang dicanangkan Inggris semasa kepemimpinan Perdana
Menteri Margaret Thatcher, maupun melalui penerapan praktik birokrasi  pemerintah
bergaya bisnis seperti di Amerika Serikat. Secara umum, prinsip-prinsip pelayanan
publik dalam New Pi-,,bfic Management (NPM) di era Margaret Thatcher meliputi
restrukturisasi organisasi, reformasi penganggaran, manajemen yang berorientasi
pada penerima pelayanan, aparatur pemerintahan yang profesional, demokratisasi,

dan pelifatuy partbipast iy Akt BRenkands &dosnhadi 2998 ahap karena

melibatkan banyak orang dan meliputi berbagai aspek yang sangat komplek.
Gustafsson dan Svensson (1999:96) mengajukan empat fase untuk melakukan
reformasi. Fase pertama, mengidentifikasi seluruh aspek kelemahan birokrasi seperti

inefisiensi, kegiatan yang tidak perlu, pengaturan yang terlalu komplek, duplikasi dan ...

tumpang tindih tugas atau fungsi, ketidak jelasan garis tanggung jawab, prosedur

7. Caiden (1991: 1 yrnenggunakan istilah administra tive reform.dan mendefinisikannya sebagai "the induced svstemic
improvement of public sector operational per formanc ¢” yang dilakukan dalam upaya menanggulangi realita berupa
“incom petence . waste. corruption. fraud . arrogant misuse of powerand unprofessional conduce dalam penyelenggaraan
pemerinta ha n.
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yang berbelit-belit. pembagian wewenang, kelidakjelasan standar kine lja. terbatasnya
informasi tenta ng input, proses maupun output kerja birokrasi serta berbagai
kelemahan lainnya. Fase kedua, memfokuskan upaya pada modernisas i manajemen.
Sasaran birokrasi diubah dari administrasi berbasis prosedur menuju administrasi
berbasis hasil. Pengukuran kerja dikembangka n untuk menjamin setiap orang dan
unit dalam birokrasi mencapai sasaran atau target yang telah ditentu kan. Pada fase ini
diperlukan informasi dan data yang memadai untuk mengukur seluruh penggunaan
sumber daya dan informasi tentang hasil yang sudah dicapai. manajemen dengan
tujuan (management by objectives) mulai diterapkan. Fase ketiga, reformasi mulai
diarahkan kepada perubahan budaya, sikap dan perilaku birokrasi yang dilakukan
secara terus rnenerus. Perubahan budaya, sikap, dan perilaku melibatkan semua
elemen birokrasi untuk menghasilkan perubahan yang massif serta menghasilkan
pelayanan yang lebih baik. Fase keempat, pada fase ini bertujuan untuk melakukan
perubahan struktural organisasi dalam skala yang besar termasuk sistem pelayanan
publik. Perubahan proses manajemen secara makro juga diperlukan untuk
mengarahkan perubahan struktural sampai dipahami oleh individu dalam birokrasi.
Dalam fase ini berbagai metode baru mulai diperkenalkan termasuk perubahan
proses pengambilan keputusan, etas kerja . a ku nta bilita s pengelolaan sumber daya
keuangan dan sumber daya lainnya serta melayani masyarakat sebagai konsumen
ketimbang sebagai klie n.

Seperti halnya di berba gai nega ra lain, birokrasi di I ndone sia juga tidak lepas dari
kritik baik dari pa ra ahli yang memfokuskan diri pada kajian birokrasi pemerintahan
maupun dari kala ngan masyarakat yang memerlu ka n pelayanan dari birokarasi
penaintah.

Reformasi birokrasi di Indonesia mulai mendapat perhatian yang semakin besar
dengan dibentuknya kementerian yang khusus mena ngani reformasi birokrasi
pada kabinet Indonesia Bersatu Tahap II tahun 2009-2014 vyaitu Kementerian
Pendayagunacl.n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Wujud konkrit dari
upaya reformasi birokrasi di Indonesia adalah ditetapkannya grand design reformasi
Indoensia tahun 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Tindak lanjut dari peraturan
presien tersebut telah dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan
Tim Reformasi Birokrasi Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2010
yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2010.

Dalam rangka mengoperasionalkan grand design reformasi birokrasiyang sudah
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan road map reformasi
birokrasi 2010-2014. Dalam road map tersebut sudah ditetapkan 6 program reformasi

birokrasi yaitu:
1. Penataan organisasi, yang terdiri dari beberapa target yaitu:
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a. menurunnya tumpang tindih t.u. as pokok clan fungsi antar-K/L dan
Pemda;

b. meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi K/ dan Pemda.

Penataan tata laksana. yang terdiri clari beberapa target yang meliputi:

a. meningkatnya penggunaan Leknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerigahzm:

b. meningkatnya efis ie ns i dan efektivilas proses manajemen pemerintahan

Penataan sistem ma najem en aparatur. ya ng terdiri dari beberapa target yang

meliputi:

meningkatnya ketaatan terhadap pengeloaan SOM Aparatur;

meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SOM Aparatur;

meningkatnya disiplin SOM Ap arnt ur:

meningkatnya efektivitas manajemen SOM Aparatur:

meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

oo o

Penguatan pengawasan, yang terdiri dari beberapa target yaitu :

a. meningkatnya kepatuhan terhadap pen.e:elolaan keuangan negara:

b. meningkatnya efektivitas pengelolaa n keuangan nega ra:

¢. meningkatnya status opini BPK:

cl. menurunnya Ungkat penya la hgu na an \vewena ng.

Penguatan akuntabilitas k i nerja. terciiri dari bebe rapa tareet atau sasaran yang

meliputi:

a. meningkatnya killelja instansi pemerilll;1 h:

b. meningkatnya akuntabilitas il 1slansi pernealtﬂh,

Peningkatan kualitas pelayanan pub lik . denga n beberapa target yang harus

dicapai yaitu:

a. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan,
cepat, tepat, sederhana , aman, terjangkau dan memiliki kepastian):

b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi
pelayanan internasional;

¢. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik.

Setiap program dirinci kedalam kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan
setiap tahun untuk mewujudkan target atau sasaran setiap program. Meskipun
program, target dan kegiatan sudah ditentukan dalam road map reformasi birokrasi
2010-2014, namun perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan belum begitu
banyak dirasakan. Beberapa kendala dalam reformasi briokrasi di Indonesia
adalah: Pertama, masih banyak sikap resisten baik dari pejabat politik maupun dari
pejabat birokrasi sendiri. Reformasi birokrasi akan mengubah zona nyaman yang
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memberikan keuntu nga n I>a i k ba p) pejabat politik maupun pejabat birokrasi ya ng
sudah berlangsung dalarn jangka waktu yang sangat panjang terutama selama
era orde baru. Kedua. tidak ada program yang seca ra la ngsung mengubah desain
struktur, kultu r, tata la ksa na dan sistem ma najemen pemerintahan yang terukur
serta terdefinisikan dengan _jelas dan konkrit. Meskipun sudah ada agenda program
dan kegiatan yang ber tuju a n untuk melakukan reformasi struktur birokrasi, namun
tidak ada ukuran yangjelas dan tidak ada kriteria suatu struktur birokrasi dia nggap
sudah memenuhi target reformasi atau belum, begitujuga dengan kultur, tata laksana,
dan aspek manajemen pemerintahan la innya. Agenda reformasi terkesan tanpa arah
vang pasti dan tidak tahu kapan sasaran atau target akan tercapai. Ketiga, tidak ada
leadership yang kuat untuk memaksa setiap ins tansi pemerintah baik pusat maupun
daerah untuk melakukan perubahan radikal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Keempat, masih terbatasnya penerapan tekno logi informasi yang mendukung
implementasi modernisasi reformasi birokrasi. Peranan teknologi informasi
merupakan kunci utama dalam reformasi birokrasi yang banyak diterapkan oleh negara-
negara lain yang sukses dalam melakukan reformasi. Dukungan teknologi informasi
akan mempercepat perubahan yang di rasa ka n oleh masyarakat. Teknologi informasi
akan mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan ikut mendorong percepatan
reformasi birokrasi. Kelima, gerakan masyarakat sipil (civil society) masih belum
terkonsolidasi denga n baik serta tidak mempunyai agend a yang fokus te nta ng langkah
dan stratgei reforma s i birokrasi. Du ku ngan da n dorongan da ri masyarakat sipil
merupakan amunisi ya ng paling ampuh kelika agenda reforrnasi birokrasi mandek
ditangan para pejabat politik dan pejabat birokrasi. Masyarakat sipil menjadi pendobrak
gerakan refomrasi birokrasi yang tersendat oleh para pejabat. Sampai saat ini hampir
belum ada konsolidasi dari rnasyarakat sipil untuk mendorong agenda reformasi
birokrasi yang konkrit di Indonesia .

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sejak era otonomi daerah yang ditandai dengan lahimya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009, sebagian besar penyelenggaraan pelayanan publik telah menjadi
kewenangan pemerintah daerah, dan hanya beberapa pelayanan strategis yang masih
menjadi kewenangan pemerintah pusat. Beberapa upaya pembenahan pelayanan
publik telah dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Indonesia. Namun kehadiran kedua undang-
undang dimaksud belum mampu memberikan efek perbaikan yang signifikan, salah
satu contoh masih buruknya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terlihat dari
masih adanya hambatan dalam perizinan usaha minyak dan gas yang mencapai 47
% seperti yang diungkapkan oleh SKK Migas (Rakyat Merdeka, 30 Oktober 2013).
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Masih le ma hnya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik juga terlihat dari index
kernudahan berusaha (doin .!I; Mussiness in dex) 1ndonesia yang rnasih sangat rendah
yaitu pada tahun 2013 berada pada peringkat 120 dari 189 negara yangjauh di bawah
Sinmura pada peringkal | dan Malaysia pada peringkat 6.

Di negara-negara maju. sejalan dengan meningkatnya tuntutan penyediaan
pelayana n publik yang andal. pelayanan publik sudah diarahkan pada pelayanan yang
berkualitas tinggi, bersifat pr i badi, dan t eri nte gras i. Praktik-praktik baik di bawah
ini diambil dari laporan penelitian sektor publik yang diterbitkan Pricewaterhouse
Coopers (2007).

Penyusunan standar pelayanan ole h semua instansi pemerintah di Arnerika
Serikat diamanatkan dalam sebuah perintah eksekutif (executive orderi yang
dikelua rka n Presiden Bill Clinton pada 1993 . Secara rinci, perintah eksekutiftersebut
mengharuskan semua instansi pemerintah untuk mengidentifikasi dannnenyurvei
penerima pelayanan untuk men gelahui jenis dan kualitas pelayanan yang diharapkan
serta tingkat kepuasan penerima pelayanan terhadap pelayanan saat itu. Melalui
surveli, instansi-instansi pemerintah tersebut juga dapat membandingkan pelayanan saat
itu dengan pelayanan terbaik ya ng dapat diberikan. Selanjutnya berbagai pilihan
sistem pengaduan dan sarana untuk rmenampung dan menyelesaikan pengaduan
harus disediakan. Jadi. semua inslansi pernerintah wajib memahami kebutuhan
peneri ma pelayanannya cla11 pet ugas di Iiiti terdepan diatur sedemikian rupa sehingga
pelayanan yang dibnikal | ICruril'nls i p,tcla pener-im a pelayanan.

Beberapa masalah yang 111nlyebabkall belum baiknya kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik di Indoensia antarzi 1,1in:

a. Belum adanya standar pelayanan

Meskipun dalarn pasal 20 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 telah mewajibkan semua penyelenggara pﬂiyunan publik menyusun standar
pelayanan dan menyusun maklurnat pelayanan, namun pada kenyataannya sampai
saat ini sebagian besar penyelenggara pelayanan belum mempublikasikan standar
pelayanan pada kementerian/lembaga/daerah masing-masing serta belum ada
penyelenggara pelayanan yang membuat maklumat pelayanan yang dipublikasikan
ke publik. Standar pelayanan dan makmulat pelayanan ini merupakan prasyarat
utama untuk melakukan reformasi pelayanan (Dwiyanto, 2010), dimana dengan
adanya standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan publik masyarak.at dapat
mengukur dan mengawasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara
atau pelaksana pelayanan publik sehingga masyarakat dapat melakukan komplain
atas pelayanan yang diterima nya. Tidak adanya standar dan maklumat pelayanan
akan mempersulit masyarakat untuk melakukan komplain serta menjadi alat bagi
penyelenggara dan pelaksana pelayanan untuk menyalahgunakan kewenangannya.
Sistem pelayanan publik yang tidak terstandarisasi berarti segala sesuatu terkait
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pelayanan tersebutsangatditentu kan oleh pelaksana pelayanan. sehingga memberikan
ruang kepada pelaksana untuk menggunakan pelznmam publik untuk kepentingan
pribadi. Penerapan kebijakan standar penyzman dan maklumat pelayanan sudah
dimulai di Malaysia sejak tahun 1993. sehingga seluruh pelayanan di Malaysia
sudah mempunyai standar pelayanan dan setiap pejabat yang menyelenggarakan
pelayanan sudah membuat maklumat pelayanan( Abdullah 1994). Dengan demikian
semua proses penyelenggaraan pelayanan dapat diawasi oleh masyarakat luas dan
penn’npangan mudah diungkap.

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 bagi
penyelenggara pelayanan publik yang tink membuat standar pelayanan dan
maklumat pelayanan ada la h pembebasan dari jabatan. Padahal yang bertanggung
jawab menyusun standar pelayanan adalah menteri/kepala LPNK/kepala daerahyang
tidak mungkin bisa dijatuhi sanksi pembebasan dari jabatan. Pengaturan ini berarti
bahwa sesungguhnya tidak ada sanksi bagi penyelenggara yang tidak menetapkan
standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Akibatnya. sampai saat ini sebagian
besar pelayanan publik di Indonesia belum memiliki standar pelayanan yangjelas.

b. Banyaknya Jenis Pelayanan Administrasi

Banyak jenis perizinan dan dokumen yang harus dipenuhi oleh warga negara
menunjukkan ba hwa negara semakin banyak terlibat dalam menguasai hidup
warga negara dan merupakan salah satu bentuk otoritarianis me negara. Meskipun
bermac am perizinan yang diwajibkan kepada warga negara merupakan upaya negara
untuk mewujud ka n Kketertiban sosial. namun cara pengaturannya harus tidak
memberatkan warga nega ra dan sedapat mungkin harus dilakukan secara muda h.
Banyaknya jenis perizinan dan dokumen di Indonesia disebabkan oleh adanya
kehenda k dari setiap sektor (kementerian) untuk berperan dalam mengatur kehidupan
warga negara dan tidak pula dipungkiri bahwa saat ini perizinan merupakan salah
satu ladang bagi penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bagi
para peneyelnggara negara. semakin banyak jenis perizinan atau doktimen lainnya
yang dibutuhkan oleh warga negara berarti semakin banyak pula peluang untuk
memperoleh keuntungan pribadi. Ruang memperoleh keuntungan pribadi tersebut
semakin terbuka dengan tidak adanya 3tandar pelayanan dan maklumat pelayanan
pada setiap perizinan atau dokumen yang dikeluarkan pemerintah.

Penataan kinerja pelayanan publik harus menuju pada penyederhanaan jenis
pelayanan. Penyederhanaan jenis perizinan atau dokumen harus berangkat dari
pemikiran bahwa semua kementerian/lembaga pemerintah non kementerian adalah
representasi pemerintah nasional, oleh karena itu jenis perizinan cukup beberapa
jenis saja dimana beberapa izin yang berkaitan digabung menjadi satu izin berupa
composite license (Rais 1995). semua informasi yang dibutuhkan harus terpenuhi,
namun tidak berulang-ulang untuk setiap kali memperoleh perizinan atau dokumen.
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Pemerintah dapat meminta iniformasi tersebut melalui beberapa lormulir isian yang
terpadu. Melalui Singapore's e-Covern ment Action Plans, Singupara melakukan
pembaha ru an dan penataan pelayanan publik menuju first public service quality in
the word (http://app.psd.gov.sg/data/ Corporatebook/ internationalstanding.html).
Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Singapura selalu menempati peringkat
pertama dalam doing bussiness index, namun reformasi pelayanan publik terus
dilakukan secara sistematis untuk rnemenuhi tuntutan masyarakat dan dunia bisnis.

c. Sistem Pelﬂyzma

Pada umumnya sistem pelayanan publik di Indonesia saat ini masih dilakukan
secara manual, bahkan masih banyak kementerian/LPNK dan daerah yang belum
menayangkan informasi pelayanan di kementerian/LPNK dan daerah masing-masing
secara online. Pelayanan publik yang dilakukan secara manual akan mengakibatkan
pelayanan biaya tinggi baik di sisi masyarakat maupun dari sisi pemerinta h. Selain
mengakibatkan biaya tinggi. sistem manual juga akan mempertemukan masyarakat
yvang membutuhkan pelayanan dengan pemberi pelayanan secara intensif. Pertemuan
antara klien dengan pemberi pelayanan ini dapat melahirkan penyimpangan dalam
pelayanan. misalnya, pemberi pelayanan dapat mengabaika n beberapa syarat yang
seharusnya dipenuhi oleh pemohon dengan imbalan tertentu . mempersulit pelayanan
agar pernohon meminta kemuda ha n. atau berbagai bentuk penyi rnpa nga n la innya.

Fokus reformasi pela yana n pllhlik s aa t ini ba ru parta upa ya mengurangi
banyaknya tempat pelayanan mela lui kebt jaka n pelayanan terpadu satu pintu. Upaya
pelayanan terpadu satu pintu belum mampu memberikan kernudahan yang berarti
dalam proses pelayanan publik secara keseluruhan. Praktek pelayanan terpadu satu
pintu hanya mampu mengurangi waktu mobilitas bagi masyarakat dari satu tempat
ke tempat lain seperti yang terjadi sebelum diterapkannya Kebijakan pelayanan satu
pint u. Masalah lain yang jauh lebih mendasar seperti banyaknya jenis perizinan
beserta persyaratan yang saling tum2ag tindih dan cenderung berulang-ulang serta
belum diterapkannya standar pelayanan tidak menjadi fokus dan belum disentuh
dalam kebtjakan reformasi pelayanan publik saat ini.

Dalam melakukan reformasi pelayanan publik di Indonesia tidak salahnya jika
belajar dari negara lain yang berhasil merefm'masielayzmzm publiknya seperti
Malaysia dan Singapura. Praktek baik (best practice} reformasi pelayanan publik di
Malaysia diungkapkan oleh Muhammad Rais dalam tulisannya yang disampaikan
dalam iggtemuan ke 11 para ahli administrasi publik dan keuangan UNDP pada
tanggal 31 Juli-11 Agustus 1995. Reformasi pelayanan publik di Malaysia dilakukan
melalui proggsyang panjangdan melalui tahapan yangsistema tis. Reformasi pelayanan
dilakukan dengan penyediaan pusat pelayanan pada lantai dasar setiap gedung
pemerintah yang memberikan pelayanan, dan dilanjutkan dengan pembenahan
seluruh aspek fisik yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan
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termasuk menyediakan gyanfm telepon bagi masyarakat yang membutuhkan
informasi tentang layanan pemerintah tanpa harus datang ke kantor pemerintah
tersebut. Pembenahan dilanjutkan dengan penggunaan teknologi informasi serta
paperless bureucracy dalam pelayanan publik. Seluruh layanan yang diberikan
termasuk layanan telepon diikuti dengan penyusunan panduan bagi seluruh pegawai
dalam memberikan pelayanan. Langkah danjutnya pada tahun 1993 adalah dengan
mewajibkan seluruh pejabat pemerinta h untuk membuat client's charter (maklumat
pelayanan) yang berisi komitmen tentang mutu dan standar pelayanan yang menjadi
kewajiban setiap aparat pelayanan. Maklumat pelayanan diikuti denw kewajiban
melakukan review dan melaporkan pela ksa naa nnya. Untuk semakin meningkatkan
mutu pelayanan, pemerintah melakukan simplifikasi pelayanan dan memotong
birokarasi pelayanan. Dalam melakukan simplifikasi pelayanan, seluruh syarat yang
tidak perlu dan syarat yang sama ditiadakan, sedangkan untuk memotong birokrasi
pelayanan, maka dibentuk pusat pelayanan yang melayanai seluruh perizinan yang
dibutuhkan. Dengan adanya pusat pelayanan tersebut, maka setiap pengusaha yang
akan melakukan investasi di Malaysia cukup datang ke satu tempat dan memperoleh
seluruh perizinan disana.

Intensitas reformasi birokrasi juga ditunjukkan oleh Si ngapu ra. Walaupun sudah
mendapat peringkat terbaik dalam doing bussiness index tahun 2009, Singapura
terus melakukan reformasi pelayanan publiknya. Melalui program the iGov2010
Plan, Singapura juga memode rn is asi ka n semua pelaya na n publiknya, bukan hanya
penyederhanaan standar. jenis pela ya na n. tetapi juga membangun sistem pelayanan
yvang terpadu melalui satu port al online untuk semua badan pemerintah. Beberapa
prinsip pelayanan terpadu yang dikembangkan di Singapura antara lain:

a. e-Government in action

Melalui program ini pemerintah memadukan seluruh pelayanan melalui satu
pintu portal ((mnmbffc s ervice mechanism) dimana klien bisa mengajukan aplikasi
pelayanan pada semua kementerian/lembaga termasuk untuk melakukan pelaporan

dan konsultasi.

b. No Wrong Door
Sesungguhnya program ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2004, dimana setiap

badan pemerintah menempatkan perwakilan untuk mengelola pelayanannya masing-
masing. Sejak 2010, juga kembali dikembangkan dimana prinsipnya pemerintah itu
satu, sehingga kemana rakyat meminta pelayanan akan mendapat penjelasan dan
pelayanan sesuai dengan yang diinginkan.

c. Form-filling made easy
Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan baik kepada badan pemerintah
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maupun kepada masyarakat, maka sernua lormal-formatdan syarat yang diperluka
disederhanakan sehin gga bisa diprecliksi baik waktu maupun biayanya.

d. Deligh tin g our customers

Adanya pelayanan yang konsilen yva ng didasarkan pada panduan pemberia
pelayanan dan ada nya standar pelaya na n ya ng wajib dipatuhi oleh selu ru h badar
badan pemerintah.

e. Engaging citizens

Adanya komun ikasi yang reguler dilakukan antara badan pemerintah denga
masyarakat (temu pelanggan) untuk mengetahui secara langsung apa yan
diinginkan rnasya rakat dan men jelas ka n apa yang sedang dan akan dilakukan ole
badan pemerinta h.

Penataan pelayanan publik di Indonesia belum menunjukkan upaya konkr
untuk menuju pelayanan publik kela s dunia, seperti yang dipraktekkan oleh beberap
negara tetangga yang sudah jauh lebih maju. Mekipun Indonesia sudah membm
beberapa kebijakan slrategis terkail pelayanan publik serta adanya agenda reformai
dalam pelayanan publik, namun langkah-langkah yang dilakukan dan hasil yan
dirasakan belum menunjukkan perubahan yang signifika n.

Penutup

Peran penting birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara secar
langsung berimplikasi pada kebutuhan akan tersedianya birokrasi yang memili
kapasitas dan kompetensi tinggi. Dalam praktek seringkali kali terjadi kondisi yan
cenderung sebaliknya, yakni birokrasi yang lemah disebabkan oleh kerentanal
terhadap penyakit birokrasi seperti korupsi, pemborosan, dan penyalahgunaal
wewenang.

Reformasi birokrasi menjadi jawaban utama untuk upaya penyembuhal
penyakit birokrasi tersebut. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatal
pelayanan publik. Dalam konteks ini, keberhasilan, atau sebaliknya kegagalan
reformasi birokrasi menjadi penentu bagi terwujudnya tidaknya pelayanan publil<
yang tidak hanya sesuai dengan aspirasi rakyat tetapi juga paling efisien dalan
proses implementasinya.
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